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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas
limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Rencana Kerja (Renja) Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang Tahun 2024, telah
selesai kami susun.

Penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Polittk Kabupaten
Sumedang Tahun 2024 ini berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
dan Permendagri 90 tahun 2019. Renja SKPD atau Rencana Kerja Satuan
Kerja Perangkat Daerah merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang
dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD
khususnya.

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Sumedang Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk
menetapkan dokumen yang memuat program, dan kegiatan yang menjadi
tolok ukur penilaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Sumedang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2023
dengan tujuannya untuk merumuskan program, dan kegiatan pembangunan
yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Sumedang selama tahun 2024.

Akhir kata, Kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya
kepada semua pihak yang telah memberikan arahan dan masukan dalam
penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Sumedang Tahun 2024.

Sumedang, 31 November 2023
ian K@satuan Bangsa dan Politik
spaten Sumedang
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja -SKPD adalah
dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja -
SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada Peraturan
Bupati Nomor 71 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2022, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang
dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong
partisipasi masyarakat. Rencana Kerja (Renja) Badan Kesbangpol Tahun 2024 merupakan
Rencana Kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan
dalam dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesbangpol Kabupaten
Sumedang Tahun 2018 — 2023. Rencana Kerja (Renja) Badan Kesbangpol Tahun 2024 ini
disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90
tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan
keuangan daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang merupakan unsur Pelaksana
Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang
mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan Pemerintahan
Umum di bidang Kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan ketentuan dan perundang-
undangan yang berlaku. Bedasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2023
Pelaksanaan Kinerja Badan Kesbangpol Kabupaten Sumedang ditunjang dengan Belanja Tidak
Langsung yang anggarannya deperuntukan Belanja Pegawai dan Belanja Langsung Terdiri dari
Belanja Urusan PD dan Belanja Lansung Urusan Wajib (Program), dengan ruang lingkup
kegiatannya.

Adapun proses penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai berikut :
a. Persiapan Penyusunan Renja BAKESBANGPOL
- Pembentukan Tim Penyusun Renja, Pengumpulan Data dan Informasi
b. Penyusunan Rancangan Renja BAKESBANGPOL
- Pengolahan data dan informasi, Analisis gambaran pelayanan, Review hasil evaluasi
pelaksanaan Renja Tahun 2021, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi ,
serta telaahan terhadap rancangan awal RKPD.
- Perumusan tujuan dan sasaran, telaahan usulan program dan kegiatan, Perumusan
kegiatan prioritas, Penyajian awal dokumen rancangan Renja.
- Penyempurnaan rancangan Renja, Pembahasan forum SKPD, Penyesuaian dokumen
rancangan Renja sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan
c. Pelaksanaan Forum SKPD
Forum SKPD bertujuan untuk :
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- Mempertajam indikator serta target program dan kegiatan BAKESBANGPOL sesuai
dengan tugas dan fungsi BAKESBANGPOL

- Menyelaraskan program dan kegiatan dengan SKPD lain dalam rangka optimalisasi
pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan untuk sinergi pelaksanaan prioritas
pembangunan daerah

- Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif

BAKESBANGPOL Tahun Anggaran 2024

d. Penyusunan dan Penetapan Renja BAKESBANGPOL Tahun 2024
- Penyusunan Dokumen Rencana Kerja BAKESBANGPOL Tahun 2024
- Asistensi dan Verifikasi Dokumen Renja
- Pengesahan oleh Kepala Daerah
- Penetapan Renja oleh Kepala BAKESBANGPOL

Rencana Kerja BAKESBANGPOL Tahun 2024 memuat mengenai rencana kerja
BAKESBANGPOL yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 yang disusun berdasarkan
RPD Tahun 2024-2026 dan Rencana Strategis BAKESBANGPOL Tahun 2024-2026 serta
RKPD Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2024, khususnya dalam upaya mencapai
target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPD Tahun 2024-2026 yang mengarah pada
pencapaian Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026. Selain itu, Rencana Kerja Tahun 2024
pun didasarkan pada hasil Evaluasi Kinerja Tahun 2022.

Penyusunan Renja ini pun memiliki kesesuaian dengan Renstra Kementerian
Keuangan yaitu dalam hal mendorong efektifitas tata kelola keuangan dan penguatan
Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan keuangan.

Dokumen Renja yang disusun merupakan dasar dalam penyusunan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024.

1.1. Landasan Hukum
Peraturan-peraturan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Kerja Badan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah
Kabupaten Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
1950) sebagaimana telah diubah dengan undang- undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah
Undang- undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
2851);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
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3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),

8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038),

12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),
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13. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

14. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara
dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan
perekonomian Nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan menjadi Undang-undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

16. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembarah Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4693);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintahan, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
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22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817),

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintaha Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;




33. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP;

34. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek
Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016
tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);

35. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
136);

36. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 10);

37. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
180);

38. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan
Ekstrem;

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

40. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis PK, LAPKON, REVIU LAKIP;

41. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12
Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi SAKIP;

42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan
Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 459);

44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461),
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45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1114);

46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi,
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 288);

48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan
Penanganan Covid-19;

49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan
Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan
Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran
untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);

50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan
Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
794);

51. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

52. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;

53. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024,

54. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 590);

55. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi
dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;
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56. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang
Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021
Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah:;

57. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Bappenas Nomor 050/3499/SJ, Nomor 3 Tahun 2021, tentang
Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024;

58. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran
dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah
Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat;

59. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun
2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);

60. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);

61. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-
2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor ..);

62. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);

63. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun
2008 Nomor 7);

64. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan
Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2014 Nomor 18);

65. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten
Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);

66. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 5,
Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);

67. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana

B e e e
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Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2018-
2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 14);

68. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021
Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);

69. Peraturan Bupati Nomor 114 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan
dengan Sistem Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor
114) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Sumedang Nomor 111 TAhun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 114 TAhun 2015 tentang
Penyelenggaraan Pemerintahan dengan Sistem Elektronik di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 111);

70. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 71 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Kabupaten Sumedang Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015
Nomor 114);

71. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 194 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Jabatan
Struktural pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang. (Berita
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 194);

72. Peraturan Bupati Nomor 153 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas,
fungsi dan tata kerja perangkat daerah;

73. Peraturan Bupati nomor 196 tahun 2022 tentang uraian jabatan struktural pada Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik;

74. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pengelolaan Kredit Usaha Rakyat Daerah Bagi Usaha Mikro di Kabupaten Sumedang.
(Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 2);

75. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 42 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2023 Nomor 42);

76. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 94 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun
2023 Nomor 94).

77. Peraturan Bupati Sumedang Nomor ... Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang Tahun

2024 disusun sebagai dokumen perencanaan operasional tahunan yang memuat program

e ——
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dan kegiatan di Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang. Renja menjadi
penting untuk dilaksanakan secara konsisten dengan argumentasi bahwa implementasinya
menjadi tolok ukur penilaian kinerja serta sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi
perencanaan bagi Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang pada Tahun
2024,

Adapun tujuan penyusunan Renja Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten
Sumedang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

= Menjadi acuan bagi Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang dalam
penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumem Pelaksanan Anggaran
(DPA) serta pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024;

= Menyediakan arahan bagi aparatur Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten
Sumedang dalam mencapai tujuan dengan implementasi program dan kegiatan secara
terpadu, terarah dan terukur; dan

= Menijadi tolok ukur kinerja bagi aparatur Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten
Sumedang dalam menilai implementasi program serta kegiatan operasional Tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Renja Kesbangpol Kabupaten Sumedang Tahun 2024 disusun dengan
sistematika sebagai berikut :
BABI PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja PD, keterkaitan antara Renja PD

dengan dokumen RKPD, Renstra PD kondisi kenerja pada akhir RPJMD serta
Tindak lanjut proses RAPBD.

1.2 Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Perda dan

ketentuan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan PD serta pedoman
yang dijadikan acuan dalam penysuunan perencanaan dan penganggaran PD.
1.3 Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja PD.
1.4 Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PD, serta susunan garis besar

isi dokumen

BAB Il EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
Kajian Review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD
tahun 2021 dan perkiraan capaian tahun 2022.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
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Berisikan kajian terhadap capain kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator
kinerja yang sudah ditentukan.
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
Mengukur sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD, permasalahan dan hambatan
yang dihadapi dalam menyelenggarakan tupoksi PD serta dampaknya terhadap
pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah terhadap capaian program nasional/
internasional, seperti SDGs(Suistanable Development Goals)
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Penjelasan mengenai alas an proses antara rancangan awal RKPD tahun 2024
dengan hasil analisis kebutuhan serta penjelasan temuan-temuan setelah proses
tersebut dalam catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat
Penjelesan tentang proses kesesuaian usulan program/kegiatan/sub kegiatan
tentang usulan pemanhgku kepentingan tersebut diperoleh dengan isu-isu penting
penyelenggaraan tupoksi PD.

BAB Il TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional
dan provinsi Jawa Barat yang terkait dengan tupoksi PD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target
kinerja Renstra PD.

3.3 Program dan Kegiatan
Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbanagan terhadap rumusan program,
kegiatan dan sub kegiatan serta uraian garis besar mengenai rekapitulasi program,
kegiatan dan sub kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
Penjelasan tentang rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan aktivitas sub
kegiatan tahun 2024.

BABV PENUTUP
Catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka
pelaksanaanya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan
kebutuhan, serta tindak lanjut hasil dokumen pelaksanaan PD.

LAMPIRAN

.
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BAB I
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra
Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2023 Pelaksanaan Kinerja Badan
Kesbangpol Kabupaten Sumedang ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung yang anggarannya
deperuntukan Belanja Pegawai dan Belanja Langsung Terdiri dari Belanja Urusan PD dan
Belanja Lansung Urusan Wajib (Program), dengan ruang lingkup kegiatannya, dapat dilihat pada
lampiran .

2.1.1 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023

Berdasarkan hasil pengukuran, maka capaian dan analisis kinerja Indikator Kinerja Utama
(IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2023 berdasarkan Perubahan Renstra 2018-2023
adalah sebagai berikut :

Rata-rata realisasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang tahun
2022 sebesar 99,52%. Merujuk pada Permendagri No. 90 Tahun 2019 termasuk dalam kategori
peringkat kinerja TINGGI. Adapun perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023
sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.1.a
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Meningkatnya
pemahaman 100%
masyarakat

terhadap ideologi
Negara nilai-nilai
budaya lokal
dalam kehidupan
bermasyarakat

Meningkatnya Tingkat Bina 100%

partisipasi dalam : . . y
mendukung iDemokratisas Yo 100% 100%

proses demokrasi

Tingkat Cipta Sangat Tinggi

Kondisi % 100% 100%
Kondusif

Sangat Tinggi

Rata-rata 100% Sangat Tinggi
Sumber : Badan Kesbangpol Kabupaten Sumedang

2.1.A TINGKAT CIPTA KONDISI KONDUSIF
a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja
Target kinerja “Cipta Kondisi Kondusif’ tahun 2023 sebesar 100% dan realisasinya
mengacu kepada Nilai Cipta Kondisi Kondusif Provinsi Jawa Barat yang mana realisasi

kinerja sebesar 100%, dan menghasilkan capaian kinerja sebesar 100%. Dibandingkan

W
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dengan tahun 2023 capaian kinerja Cipta Kondisi Kondusif 100% dan tahun 2022 adalah
100%. Dalam Renstra 2024-2026 “Cipta Kondisi Kondusif’ adalah 100%, dan realisasi dari
target 100% tercapai di Tahun 2023.

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan
Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan
Realisasi Indikator Kinerja Utama Tingkat Cipta Kondisi Kondusif 100% sampai
dengan dari target 100% di Tahun 2023
1.) Penyebab Keberhasilan
e Situasi dan kondisi di masyarakat Kabupaten Sumedang yang terkenal
dengan keramah tamahan dan nilai gotong royong sehingga berbagai macam
persoalan atau perbedaan yang ditenggarai akan menyebabkan konflik dapat
diselesaikan dengan komunikasi dan koordinasi secara mekanisme
musyawarah dan mufakat;
2.) Penyebab Kegagalan
e Walaupun situasi aman, tertib dan kondusif tidak ada konflik yang berarti
ataupun menimbulkan gejolak yang dapat menghambat pembangunan
Daerah, tetapi ada sisi kelemahan atau kegagalan dimana situasi tidak ada
konflik bisa berkontribusi optimal bila ada pembiayan anggaran kegiatan yaitu

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang

ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
2. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan
Nasional dan Penanganan Konflik Sosial;

3. Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang
Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya;
Bila disimulasikan 3 Program yang tadi kami sebutkan sebagai sebuah
lokomotif dalam kereta api pembangunan maka bila ketiga kegiatan
tersebut dibiayai maka akan terjadi akselerasi pembangunan di kabupaten
sumedang.

3.) Solusi

1. Dilakukan upaya dalam koordinasi secara intens baik terhadap para
pengurus maupun melalui WA grup di Media Sosial.

2. Dalam pelaksanaan kegiatan seperti Rapat Koordinasi FORKOPIMDA
dan Rapat Koordinasi Kewaspadaan Dini yang memiliki keanggotaan
seluruh Tim FORKOPIMDA (Bupati, Wakil Bupati, Kapolres, Kodim, Kejari,
Pengadilan Negeri dan Agama serta Sekretaris Daerah dan Kepala SKPD
di Kabupaten Sumedang) dan seluruh Camat di Kabupaten Sumedang, di
dalam rakor yang diadakan setiap bulan disampaikan materi-materi dari

e ——— e S )
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narasumber yang berkenaan Isu dan Permasalahan yang ada di
Kabupaten Sumedang, selain itu dimintakan juga materi yang berkaitan
dengan menciptakan Kabupaten Sumedang Kondisi Kondusif seperti
tujuan dari IKU “Tingkat Cipta Kondisi Kondusif”.

2.1.B Tingakt Bina Demokratisasi
a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja
Target kinerja “Tingkat Bina Demokratisasi” tahun 2023 sebesar 100% dan
realisasinya menghasilkan capaian kinerja sebesar 100%. Dibandingkan dengan tahun
2023 capaian kinerja Tingkat Binda Dokratisasi 100% dan tahun 2022 adalah 100%.
Dalam Renstra 2018-2023 “Tingkat Bina Demokratisasi” adalah 100%, dan realisasi dari
target 100% tercapai di Tahun 2023.

» Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja
Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan
Realisasi Indikator Kinerja Utama Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pemilu,
Pilkada dan Pilkades 80% sampai dengan dari target 80,65% di Tahun 2022
1.) Penyebab Keberhasilan
e Situasi dan kondisi di masyarakat Kabupaten Sumedang yang terkenal
dengan keramah tamahan dan nilai gotong royong sehingga berbagai macam
persoalan atau perbedaan yang ditenggarai akan menyebabkan konflik dapat
diselesaikan dengan komunikasi dan koordinasi secara mekanisme
musyawarah dan mufakat;
e Tingginya tingkat kesadaran akan kewajiban anggota parpol dalam pelaporan
partai politik;
2.) Penyebab Kegagalan
e Sulitnya berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pengurus parpol yang akan
di validasi dengan tersebar di berbagai Kecamatan
e Walaupun situasi aman, tertib dan kondusif tidak ada konflik yang berarti
ataupun menimbulkan gejolak yang dapat menghambat pembangunan

Daerah, tetapi ada sisi kelemahan atau kegagalan dimana situasi tidak ada

konflik bisa berkontribusi optimal bila ada pembiayaan anggaran kegiatan

yaitu :

1. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui
Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik Program
Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan

Bila disimulasikan 1 Program yang tadi kami sebutkan sebagai sebuah
lokomotif dalam kereta api pembangunan maka bila ketiga kegiatan

N —
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tersebut dibiayai maka akan terjadi akselerasi pembangunan di kabupaten
sumedang.
3.)Solusi
e Dilakukan upaya dalam koordinasi secara intens baik terhadap para pengurus
maupun melalui WA grup di Media Sosial dan Mengadakan pengecekan data
parpol khususnya Pengurus parpol untuk dilakukan koordinasi dan komunikasi
dalam rangka mendapatkan kepastian batuan keuangan parpol.

Rencana Kerja Bkesbangpol Kab. Sumedang Tahun 2024
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2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Berdasarkan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 42 Tahun
2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2024-2026, target yang harus di upayakan pada Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang meliputi 5 (Lima) Indikator
sebagai berikut :

1. TINGKAT CIPTA KONDISI KONDUSIF
a. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
- Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan

Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan

Budaya :

1. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang
Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi
Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat Beragama  dan Penghayat
Kepercayaan di Daerah

2. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi,
Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan
Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat
Beragama

3. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi,
Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan
Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat
Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

b. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN
KARAKTER KEBANGSAAN
- Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan

Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan :

1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi
Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa,
Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal lka dan
Sejarah Kebangsaan

2. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan

Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa,
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Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal lka dan
Sejarah Kebangsaan

c. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN
PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN
KONFLIK SOSIAL
- Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan

Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan

Konflik Sosial

1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini,
Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga
Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan
Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan
Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di
Daerah

2. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini,
Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga
Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan
Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan
Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di
Daerah

d. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN
ORGANISASI KEMASYARAKATAN
- Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan

Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan

Organisasi Kemasyarakatan :

1. Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas,
Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa
Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

2. TINGKAT BINA DEMOKRATISASI
a. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN
LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK
DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
- Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan
Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya

Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan
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Rencana Kerja Bakesbangpol Kab. Sumedang Tahun 2024 29




3.

Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan

Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan
Situasi Politik :

a.

Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang
Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan

Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta

Pemantauan Situasi Politik Di Daerah

. Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik,

Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai
Politik,
Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah

Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala
Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik,
Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai
Politik,
Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala

INDEKS REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH
4. SAKIP PERANGKAT DAERAH

TABEL 2.2.a

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SESUAI RENSTRA 2018-2023
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN SUMEDANG
Target Indikator [ Target Indikator Kinerja Tujuan
Indikator Kinerja Tujuan Tujuan Indikator Perangkat Daerah

Kinerja Tujuan pada Perangkat Kinerja Tujuan
pada P RPJMD P RPJMD Daerah/Sasaran pada

Kondisi | Kondisi RPJMD Perangkat Tahun Tahun Tahun

Awal Akhir Daerah 2019 2020 2021

(2018) (2023)
Meningkatnya 72.2 Indeks
pemahaman poin 74,5 Kerukunan 72,2poin 72,2poin 72,2poin
masyarakat poin Umat (N.a) (N.a) (N.a)
terhadap Beragama
ideologi Negara 100% 100% " TingkatCipta 100% 100% 100%
nilai-nilai ;ﬁ‘:j‘;’éﬂ:’;ﬁ:g Kondisi
g:::lanﬁa lokal Kondusif dan Kondusif
kehidupan Demokratis
bermasyarakat
TingkatCipta
Kondisi
Kondusif
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Meningkatkan 80,60% | 80,65% Tingkat 80,65% 79% 80%
partisipasi partisipasi
dalam masyarakat
mendukung dalam Pemilu,
proses Pilkada,
demokrasi Pilkades
Tingkat Ormas 100% 100% Tingkat Ormas 100% 100% 100%
yang dibina yang dibina
kategori aktif kategori aktif
TABEL 2.2.b
TARGET KINERJA PELAYANAN SESUAI P. RENSTRA 2018-2023
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SUMEDANG
Target Indikator Target Indikator
Indikator Kinerja Kinerja Tujuan pada | Tujuan Perangkat Indikator Kinerja Tujuan
Tujuan pada P P RPJMD Daerah/Sasaran Kinerja Tujuan Perangkat Daerah
RPJMD Kondisi | Kondisi RPJMD pada Perangkat | Tahun Tahun
Awal Akhir Daerah 2022 2023
(2018) (2023)
100% 100%
Meningkatnya
pemahaman
masyarakat terhadap
ideologi Negara nilai- Tingkat Cipta
nilai budaya lokal 100% 100% Kondisi Kondusif
dalam kehidupan )
bermasyarakat Terciptanya Kab.
Sumedang yang
Kondusif dan
Demokratis
Meningkatkan 100% 100% Tingkat Bina 100% 100%
partisipasi dalam Demokratisasi
mendukung proses
demokrasi

2.3Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi

SKPD

Dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tugas pokok

dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, telaahan visi, misi,

dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam

RPJMD serta telaahan dengan instansi vertikal yang memiliki tugas

dan kewenangan yang sama sesuai sasaran strategis Renstranya

terdapat beberapa permasalahan utama yang menjadi
penetapan isu-isu strategis.

dasar
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Selanjutnya untuk mengetahui isu-isu strategis dilakukan identifikasi

berdasarkan Tiga aspek yakni :

1) Permasalahan dalam Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi

Kemasyarakatan;

2) Permasalahan dalam Bidang ldiologi Wawasan Kebangsaan dan

Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama

3) Permasalahan dalam Bidang Kewaspadaan Nasional dan

Penanganan Konflik.

Dapat diketahui secara singkat isu-isu strategis dari aspek permasalahan

dalam pelayanan Kesatuan bangsa dan politik sebagai berikut:

1.

Menurunnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi Negara,
nilai-nilai budaya lokal dalam kehidupan bermasyarakat;
pembinaan terhadap pengurus atau anggota partai politik dalam
kehidupan berdemokrasibelum optilmal;

Seringnya terjadi perubahan kebijakan secara Nasional terkait
dengan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD;

Masih adanya potensi konflik di tingkat masyarakat dan elite Politik
dalam proses penyelenggraan demokrasi,

Adanya Pembangunan Proyekstrategis nasional Kabupaten
Sumedang terutama pembangunan Waduk Jati Gede, Berbagai
Bendung , Bandara Kerta Jati ,dan jalan Tol Cisumdawu. yang
akan mengakibatkan terciptanya konflik di tingkat masyrakat
misalnyatututan ganti rugi;

Kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam memahami
aspek demokrasi yang memberikan peluang luas terhadap
masyarakat untuk menyampaikan ketidak puasan atas kebijakan
pemerintah;

Koordinasi dengan instansi vertical yang baik Dalam rangka
penanganan berbagai hal koordinasi dengan instansi vertical tidak
mengalami hambatan karena telah terbangun sinergitas penguatan
dan pengembangan jaringan yang terorganisir dengan baik
dengan Pihak Kepolisian, Kodim, Kodam, Korem, BIN dan
Kejaksaan;

Tingkat Partisifasi masyarakat kab. Sumedang terhadap proses
demokrasi cukup tinggi Pada pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2013 Tingkat
Partisifasi masyarakat sebesar 78,45 % dan 78,75% dan pemilihan
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Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
tahun 2018 Tingkat Partisifasi masyarakat sebesar 80,62 % dan
80,60% dari gambaran data diatas terjadi kenaikan tingkat
partisipasi  Pilgub sebesar 2,17% dan Pilbup sebesar 1,85%
sedangkan pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta
Legislatif Tahun 2014 sebesar 78,09% dan 80,22%;

9. Kondusifitas Daerah tetap terjaga Berbagai Proses Demokrasi
yang sudah dilaksanakan seperti Pilkada Serentak 2018, Pilkades
Serentak Gelombang Kedua di 93 Desa dan Perayaan hari — hari
besar keagamaan tidak memunculkan konflik yang dapat
menggangu stabilitas dan Kondisifitas daerah dan tingkat
kejahatan atau pelanggaran di wilayah Kabupaten Sumedang
relatif lebih 